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Abstrak
Skripsi ini berjudul “Hubungan Kemampuan Kerja Aparatur Dengan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang”. Penulisan skripsi ini dilakukan setelah melihat
fenomena di lapangan mengenai adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan kemampuan kerja
aparatur dan pelayanan yang diberikan dirasakan masih kurang. Adapun rumusan permasalahan yang
diberikan yaitu adakah hubungan antara kemampuan kerja aparatur dengan kualitas pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja
aparatur adalah baik dan kualitas pelayanan publik juga baik. Sedangkan kontribusi yang diberikan dari
kemampuan kerja aparatur terhadap kualitas pelayanan publik adalah 41,73% dan sisanya dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan taraf signifikan 5%, menunjukkan
bahwa r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,646 > 0,284, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan dengan kualitas
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Besarnya sumbangsi
yang diberikan kemampuan kerja aparatur terhadap kualitas pelayanan publik sebesar 41,73% dan
sisanya 58,27% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya manajemen organisasi, pengembangan SDM,
iklim organisasi, motivasi, perlengkapan dan fasilitas, serta lain sebagainya.

Kata kunci : Kemampuan Kerja, Kualitas Pelayanan

Abstract
The thesis entitled  " Employment Relations Administrative Capabilities With Quality Public Services in
the Department of Population and Civil of Sintang Regency ". This thesis is done after seeing the
phenomena in the field regarding the complaints from people who claimed the ability of the apparatus
and the services provided is less felt. The formulation of the problem given that there a relationship
between the ability of the apparatus to the public service in the Department of Population and Civil of
Sintang Regency. This research uses a quantitative approach to this type of research is explanatory
research. The results showed that the ability of the apparatus is good and also good quality public
services. While the contribution of a given workability apparatus to quality public services is 41.73% and
the rest influenced by other variables that are not addressed in this research. With a significant level of
5%, indicating that the count r is greater than r table is 0.646> 0.284, so that Ha is accepted and Ho is
rejected. The conclusion of this research is the ability of the apparatus has a relationship with the public
service in the Department of Population and Civil Registration Sintang. Contribution magnitude given
abilities apparatus working on the quality of public services and the remaining 41.73% and 58.27%
influenced by other variables such as organizational management, human resource development,
organizational climate, motivation, equipment and facilities, etc.

Keyword: Work Ability, Quality Public Servise
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Setiap Instansi pemerintah saat ini sangat

mengharapkan adanya suatu perubahan yang

lebih baik mengenai pelayanan yang akan

diberikan kepada masyarakatnya, sebagaimana

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah

terjadi suatu perubahan asas yang semula dari

sentralisasi menjadi desentralisasi. Adanya

perubahan asas tersebut, pemerintah daerah

telah mendapat kewenangan yang besar dalam

penyelenggaraan otonomi daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakatnya. Bentuk pelayanan yang dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa

pelayanan dasar, seperti yang tertuang dalam

peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,

serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

publik, dimana pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

Apabila melihat dari perkembangan

kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat

khususnya, kasus-kasus mengenai keluhan akan

kurangnya pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat masih saja terus

terjadi, salah satunya yang dimuat dalam

Kalimantan news edisi Kamis, 11 April 2013

yang isinya memberitakan bahwa Ombudsman

Perwakilan Kalimantan Barat mencatat

sepanjang triwulan I tahun 2013 telah menerima

sebanyak 25 pengaduan atau laporan dari

masyarakat terkait pelayanan publik, yang mana

dari laporan tersebut 12 diantaranya merupakan

laporan dari masyarakat.

Untuk menilai apakah pelayanan publik

itu telah baik atau tidak, dapat dinilai dari

tingkat kepuasan masyarakatnya, pemerintah

Kabupaten Sintang melalui sekretaris daerahnya

yaitu H. Zulkifli, HA yang dimuat dari

Kalimantan news pada hari Selasa, 15 Mei 2012

menyatakan bahwa :

Perubahan paradigma dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

serta adanya orientasi baru dalam

manajemen publik, penyelenggaraan

pelayanan seharusnya menjadi lebih

responsif terhadap kepentingan publik.

Paradigma pelayanan publik harus

berkembang menjadi pelayanan yang

lebih memberikan fokus pada

pengelolaan yang berorientasi pada

kepuasaan pelanggan. Terpenuhinya

kebutuhan masyarakat akan pelayanan

yang berkualitas dan tercapainya

kepuasaan masyarakat menjadi tujuan

akhir dari penyelenggaraan

pemerintahan.”

Berdasarkan ungkapannya di atas, beliau

menganggap bahwa selama ini masih sering

ditemukan keluhan masyarakat mengenai

kualitas pelayanan publik yang belum

memenuhi harapan mereka, ini disampaikan

pada saat pembukaan sosialisasi penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Balai

Praja Kantor Bupati Sintang. Untuk menunjang

pelayanan tersebut, perlu adanya usaha dari para

aparatur khususnya dan pemerintah umumnya,
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misalnya dengan mengikutsertakan aparaturnya

pendidikan dan pelatihan, seperti yang dilakukan

oleh pemerintah Kabupaten Sintang yang

mengikutsertakan 40 orang pegawai negeri

sipilnya dalam pendidikan dan latihan telaahan

staf paripurna di Gedung Serbaguna BKD

Kabupaten Sintang, dikutip dari Kalimantan

news pada hari Jumat 19 Oktober 2012.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atau yang biasa disingkat dengan

Disdukcapil merupakan sebuah instansi

pemerintahan yang dalam tugas dan tanggung

jawabnya adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat baik berupa pencatatan sipil dan

administrasi kependudukan. Hal ini sesuai

dengan visi dan misi yang dimiliki oleh

Disdukcapil, dimana visinya yaitu “Tertib

administrasi kependudukan dan pelayanan prima

menuju penduduk berkualitas tahun 2015” dan

untuk menjalankan visinya tersebut, maka

Disdukcapil memiliki misi yaitu “Menetapkan

azas, prinsip, standar, dan pola penyelenggaraan

pelayanan publik”. Adanya visi dan misi ini

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang

memenuhi standar kepuasan kepada masyarakat.

Disdukcapil Kabupaten Sintang

memiliki jumlah aparatur sebanyak 50 orang,

dimana dari jumlah tersebut apabila

dikualifikasikan berdasarkan tingkat

pendidikannya terdiri dari: S2 berjumlah 5

orang, S1 berjumlah 15 orang, D3 berjumlah 3

orang, SLTA berjumlah 27 orang, dan bila

dilihat dari jumlah aparaturnya maka telah

mencukupi untuk memberikan pelayanan.

Sedangkan untuk jumlah pegawai yang telah

mengikuti Diklatpim yaitu sebagai berikut:

Diklatpim II sebanyak 1 orang, Diklatpim III

sebanyak 2 orang, dan Diklatpim IV sebanyak

12 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan dan

pelatihan yang pernah diikuti oleh aparatur

Disdukcapil, diharapkan dapat meningkatkan

kualitas pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Karena pelayanan yang berkualitas

meliputi aspek bukti langsung (tangibel),

kehandalan (reliabel), kepekaan/daya tanggap

(responsiveness), jaminan (assurance), dan

empati (empathy). (Fitzsimmons dalam

Sedarmayanti, 2009:253).

Berdasarkan pemberitaan yang diambil

dari situs Kalimantan news pada hari Kamis, 8

November 2012, Disdukcapil Kabupaten

Sintang menggelar sosialisasi kebijakan

kependudukan yang dihadiri oleh seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah,

Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, dan Tokoh Adat. Sosialisasi dilakukan

dengan beberapa alasan yang diantaranya masih

banyak penduduk yang wajib Kartu Tanda

Penduduk (KTP) namun belum memiliki, selain

itu masih banyaknya penduduk yang tidak mau

melaporkan kepindahannya dari daerah asal,

sehingga pada saat pindah tidak memiliki

keterangan surat pindah. Dan masih banyak

penduduk yang belum memiliki akta catatan

sipil misalnya akta kelahiran.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di

lapangan, dimana masih terdapat keluhan

masyarakat mengenai kurang ramahnya aparatur

dalam memberikan pelayanan, dan kurangnya

pemahaman masyarakat untuk melakukan

pelaporan karena rendahnya komunikasi yang

terjalin antara aparatur dengan masyarakat.

Selain itu di dalam pelayanan administrasi

kependudukan, yang dalam proses pembuatan

KK dan KTP ini membutuhkan waktu yang

lama sehingga melebihi batas waktu ketentuan,

dan untuk mempercepat proses tersebut

terkadang perlu adanya orang dalam yang
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mengurus langsung. Sementara berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 3

Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan,

ketentuan waktu yang diperlukan untuk

penerbitan KK atau KTP paling lambat 14

(empat belas) hari, hal seperti ini menimbulkan

anggapan masyarakat bahwa dalam proses

pembuatan administrasi kependudukan terkesan

lama dan menghambat kegiatan mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “hubungan kemampuan kerja aparatur

dengan kualitas pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sintang”.

2. Pembatasan Penelitian

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi

pada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil

Kabupaten Sintang, penulis membatasi pada

“Hubungan kemampuan kerja aparatur dengan

kualitas pelayanan adminstrasi kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang”.

3. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalah yang dapat

penulis berikan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : “Adakah hubungan antara

kemampuan kerja aparatur dengan kualitas

pelayanan administrasi kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sintang ?”

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis

kemampuan kerja aparatur di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas

pelayanan administrasi kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang.

c. Untuk mengetahui hubungan kemampuan

kerja aparatur dengan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang.

5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Suatu bahan referensi dalam penelitian

berikutnya dan dapat dijadikan

gambaran tentang peningkatan kualitas

pelayanan publik.

2) Sebagai suatu sarana pembelajaran

dalam mempelajari dan memahami

kemampuan kerja aparatur dan

peningkatan kualitas pelayanan publik

seperti yang diharapkan dalam setiap

instansi.

3) Sebagai penambah khasanah ilmu

pengetahuan khususnya yang

berhubungan dengan pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi

pimpinan dalam mengembangkan kualitas

SDM atau aparatur, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan kerja aparatur di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODE

PENELITIAN

1. Kerangka Teori

Terdapat beberapa pendapat yang

menyebutkan faktor lain yang mempengaruhi

kualitas pelayanan, diantaranya menurut

Maslow (dalam Mulyana, 2005:72) kualitas

pelayanan dipengaruhi oleh kemampuan kerja,

manajemen organisasi, pengembangan SDM,
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iklim organisasi dan motivasi. Sedangkan

menurut The Liang Gie (dalam Mulyana,

2005:72), kualitas pelayanan publik ditentukan

dari motivasi, sistem kerja, suasana kerja,

kemampuan kerja, budaya organisasi,

perlengkapan dan fasilitas, prosedur kerja.

Banyak hal yang menjadi faktor penunjang

terlaksananya pelayanan yang baik diantaranya

adalah kemampuan kerja, dan untuk

mewujudkan kemampuan kerja seperti yang

diharapkan, dapat ditunjang dengan banyaknya

pengalaman yang diperoleh selama bekerja,

pelatihan dan pendidikan yang pernah di dapat.

Seperti yang diungkapkan oleh Tangkilisan

(2005:224) dalam sistem pemberian pelayanan

yang baik, dapat dilihat dari besarnya sumber

daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi

secara efektif didayagunakan untuk melayani

kepentingan pengguna jasa. Seluruh

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki

oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau

dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan

dan kepentingan pengguna jasa, hal ini semata-

mata agar orientasi pada pelayanan dapat

dicapai.

Lovelock (dalam Waluyo, 2007:127)

menyatakan bahwa pelayanan yang baik

membutuhkan instruktur pelayanan yang sangat

baik pula. Pelayanan itu sendiri merupakan

respon terhadap kebutuhan manajerial yang

hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu

mendapat produk yang mereka inginkan. Dan

dari pengertian ini, Crosby dkk (dalam Waluyo,

2007:128) mengartikan pelayanan berdasarkan

kualitas yaitu penyesuaian terhadap perincian-

perincian dimana kualitas dipandang sebagai

derajat keunggulan yang ingin dicapai.

Dilakukannya kontrol terus menerus dalam

mencapai keunggulan tersebut dalam rangka

memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Selain itu,

Lovelock dan Fitzsimmons (dalam

Sedarmayanti, 2009:253) juga mengemukan

prinsip menyiapkan serta dimensi kualitas

pelayanan yaitu : 1) terjamah; 2) handal; 3)

pertanggungjawaban; 4) jaminan; 5) empati.

Kualitas pelayanan (service quality)

telah hampir menjadi faktor yang menentukan

dalam menjaga keberlangsungan suatu

organisasi birokrasi pemerintah maupun

organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan

sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik,

sangat penting dalam upaya mewujudkan

kepuasan pengguna jasa publik (customer

satisfaction). Menurut Zeithhmal (dalam

Pasolong, 2010:135), untuk mengetahui

pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh

konsumen, ada indikator ukuran kepuasan

konsumen yang terletak pada lima dimensi

kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan

konsumen, yaitu:

1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa

sarana fisik perkantoran, komputerisasi

administrasi, ruang tunggu, tempat

informasi.

2. Reliability: kemampuan dan keandalan

untuk menyediakan pelayanan yang

terpercaya.

3. Responsiveness: kesanggupan untuk

membantu dan menyediakan pelayanan

secara cepat dan tepat, serta tanggap

terhadap keinginan konsumen.

4. Assurance: kemampuan serta keramahan

serta sopan santun pegawai dalam

meyakinkan kepercayaan konsumen.

5. Emphaty: sikap tegas tetapi penuh

perhatian dari pegawai terhadap

konsumen.

Sedangkan Pelayanan prima berarti

pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Tjiptono
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(dalam Surjadi, 2009:49) tentang konsep

kepuasan pelanggan dimana kepuasan pelanggan

adalah titik pertemuan antara “tujuan organisasi”

(pemberi layanan) dengan “kebutuhan dan

keinginan pelanggan” (penerima layanan).

Tujuan organisasi menghasilkan produk sesuai

dengan nilai produk bagi pelanggan, sedangkan

kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah

harapan pelanggan terhadap produk.

Menurut Sedarmayanti (2009:249)

pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan

kepada pelanggan dalam artian masyarakat

minimal sesuai dengan standar pelayanan yaitu:

cepat, tepat, akurat, murah, dan ramah. Terdapat

pula hal yang melekat dalam pelayanan prima

adalah:

1. Keramahan.

2. Kredibilitas.

3. Akses.

4. penampilan fasilitas.

5. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan.

Kemampuan berasal dari kata dasar

mampu yang dalam hubungan dengan

tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/ keadaan)

melakukan tugas/pekerjaan sehingga

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan

yang diharapkan (dalam Moenir, 1998:116).

Menurut Thoha (dalam Hutajulu, 2009:22)

Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam

kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau

keterampilan yang dapat diperoleh dari

pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman.

Sedangkan Hersey (dalam Widodo, 2006:84)

berpendapat kemampuan merupakan ilmu

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

Kemampuan adalah sifat lahir dan

dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat

menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana yang

diungkapkan Gibson (1996:126). Adapun apa

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam

menghadapi pekerjaannya menurut Mitzberg

seperti yang dikutip (Gibson, 1996:126), ada

empat kemampuan (kualitas atau skills) yang

harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan

tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Keterampilan teknis, adalah kemampuan

untuk menggunakan alat-alat, prosedur

dan teknik suatu bidang khusus.

2. Keterampilan manusia, adalah

kemampuan untuk bekerja dengan orang

lain, memahami orang lain, memotivasi

orang lain, baik sebagai perorangan

maupun sebagai kelompok.

3. Keterampilan konseptual, adalah

kemampuan mental untuk

mengkoordinasikan, dan memadukan

semua kepentingan serta kegiatan

organisasi.

4. Keterampilan manajemen, adalah

seluruh kemampuan yang berkaitan

dengan perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan kepegawaian dan

pengawasan, termasuk didalamnya

kemampuan mengikuti kebijaksanaan,

melaksanakan program dengan anggaran

terbatas.

Sekarang ini kita dapat melihat sendiri

bagi mereka yang memiliki kemampuan yang

lebih misalnya melalui tingkat pendidikan yang

telah ditempuh ataupun pengalaman kerja yang

dimilikinya, hal-hal seperti ini sangat

berpengaruh sekali terhadap kedudukan yang ia

pegang. Adanya kemampuan tersebut tentunya

dapat meningkatkan mutu dan kualitas kerja dari

aparatur sehingga mencapai hasil seperti apa yang

telah diharapkan. Ini adalah suatu hal yang

memang sepantasnya patut dimengerti, karena

dengan semakin tingginya kemampuan maka

segala bentuk kecakapan, keterampilan, serta

potensi yang dimiliki aparatur akan terlihat dari
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kondisi fisik maupun psikisnya. Selain dari pada

itu, setiap orang yang ingin mengembangkan

kemampuannya sehingga potensi yang

dimilikinya berubah menjadi kemampuan efektif.

Istilah-istilah seperti aktualisasi diri,

pertumbuhan, pengembangan, peningkatan

kemampuan serta istilah-istilah lain sejenis

menggambarkan apa yang dimaksud. Menurut

Siagian (2011:183) dalam meningkatkan

kemampuan perlu adanya pelatihan sebagai suatu

bentuk investasi jangka pendek dan

pengembangan yang merupakan investasi sumber

daya manusia untuk jangka panjang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Robbins dan Judge (2008:57) dimana

kemampuan (ability) adalah kapasitas seorang

individu untuk melakukan beragam tugas dalam

suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah

penilaian terkini atas apa yang dapa dilakukan

seseorang. Dan untuk totalitas kemampuan dari

seseorang individu pada hakekatnya tersusun dari

dua perangkat faktor, yakni kemampuan

intelektual (intellectual ability) adalah

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan

berbagai aktivitas mental-berpikir, menalar, dan

memecahkan masalah. Kemampuan fisik

(physical abilities) adalah kemampuan yang

diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang

menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan

karakteristik serupa. Sebagai contoh adalah tes

intelligence quotient (IQ) yang dirancang untuk

memastikan kemampuan-kemampuan intelektual

umum seseorang.

Dimensi pengukuran kemampuan

intelektual yang dikemukakan oleh Robbins

(2008, 58) yang dapat dijadikan indikator

pengukuran kemampuan intelektual dalam

pekerjaan, adalah :

1) Kecerdasan angka : kemampuan melakukan

aritmatika dengan cepat dan akurat.

2) Pemahaman verbal : kemampuan memahami

apa yang dibaca atau didengar dengan

hubungan antara kata-kata.

3) Kecepatan persepsi : kemampuan

mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan

visual secara cepat dan akurat.

4) Penalaran induktif : kemampuan

mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah

masalah dan kemudian memecahkan masalah

tersebut.

5) Penalaran deduktif : kemampuan

menggunakan logika dan menilai implikasi

dari sebuah argumen.

6) Visualisasi spasial : kemampuan

membayangkan bagaimana sebuah objek

akan terlihat bila posisinya dalam ruang

diubah.

7) Daya ingat : kemampuan menyimpan dan

mengingat pengalaman masa lalu.

Sementara indikator pengukuran

kemampuan fisik mengadaptasi dimensi

kemampuan fisik yang dikemukakan oleh

Robbins (2008:62), adalah :

1) Faktor kekuatan dimana terdapat kekuatan

dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis,

kekuatan eksplosif.

2) Faktor fleksibilitas dimana terdapat

fleksibilitas luas, dan fleksibilitas dinamis.

3) Faktor lainnya dimana terdapat koordinasi

tubuh, keseimbangan, dan stamina.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yaitu

untuk menguji hubungan antara variabel yang

dihipotesiskan atau untuk mengetahui apakah

sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan

variabel lainnya (dalam Faisal, 2000:21). Dan

untuk memperkuat hipotesis tersebut, akan

dianalisis secara kuantitatif, sehingga diharapkan
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dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu

gejala dengan gejala lain.

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik

sampling Nonprobability Sampling yaitu teknik

pengambilan sampel yang tidak memberikan

peluang /kesempatan yang sama bagi setiap unsur

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel (dalam Sugiyono, 2010:66). Untuk

pengambilan sampelnya ditentukan dengan

Sampling Jenuh karena pengambilan anggota

sampel dari populasi dilakukan secara keseluruhan

yaitu 48 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan melalui teknik kuesioner, teknik

observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya

teknik yang digunakan dalam menganalisis data

pada penelitian ini adalah korelasi product

moment. Dimana data yang diperoleh akan

dibandingkan dengan r tabel dengan taraf

kesalahan 5%. Selanjutnya dengan mencari

besarnya determinan yang akan menjadi

sumbangsi dari kemampuan kerja terhadap kualitas

pelayanan. Teknik keabsahan data dilakukan dua

cara yaitu dengan melakukan uji validitas

menggunakan rumus product moment dengan

bantuan SPSS versi 17 dan uji reliabilitas dengan

teknik alfa cronbach dengan bantuan SPSS versi

17.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan analisis kemampuan kerja

melalui pencarian interval kelas dan

distribusi nilai variabel X, maka dapat

disimpulkan bahwa kemampuan kerja

aparatur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

dikategorikan baik, hal ini sebagaimana

pernyataan responden yang disampaikan

melalui kuesioner yang disebar dan

diperoleh perhitungan rata-rata kemampuan

kerja yaitu sebesar 48,35 yang terletak pada

interval (37,52 – 48,77).

2. Berdasarkan analisis kualitas pelayanan

publik melalui pencarian interval kelas dan

distribusi nilai variabel Y, maka dapat

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan

publik di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

dikategorikan baik, hal ini sebagaimana

pernyataan responden yang disampaikan

melalui kuesioner yang disebar dan

diperoleh rata-rata kualitas pelayanan

publik yaitu sebesar 70,96 yang terletak

pada interval (57,52 – 74,77).

3. Berdasarkan hasil analisis data dengan

menggunakan teknik perhitungan korelasi

product moment, menunjukkan bahwa nilai

r hitung lebih besar dari r tabel (0,646 >

0,284) dengan taraf signifikan yaitu 5%,

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

“terdapat hubungan antara kemampuan

kerja aparatur dengan kualitas pelayanan

publik di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang”. Dan

dapat diketahui pula besarnya koefisien

determinasi bahwa kontribusi (sumbangan)

dari variabel X (kemampuan kerja) terhadap

variabel Y (kualitas pelayanan publik)

sebesar 41,73% dan sisanya dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam

penelitian ini.

2. Keterbatasan Studi

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti

menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak

keterbatasan sehingga mempengaruhi hasil

penelitian. Berikut ini beberapa keterbatasan

yang peneliti temukan yaitu : Kurangnya

pemahaman dalam menganalisis setiap indikator

baik kemampuan kerja dan kualitas pelayanan

untuk dijadikan item-item pertanyaan. Adanya
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faktor lain yang lebih besar dalam

mempengaruhi kualitas pelayanan, yang

diantaranya perlengkapan dan fasilitas yang

dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, sehingga

menjadi penentu dalam meningkatkan

kemampuan aparatur dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan

terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur

pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sintang yang telah mengizinkan

peneliti untuk melakukan penelitian di tempat

tersebut dan telah banyak memberikan bantuan

kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat

terselesaikan.
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